BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan
kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan
yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung
penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang
cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif,
dan akuntabel;

b. bahwa untuk penyelenggaraan perizinan berusaha di
daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui
elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria serta memberikan kepastian hukum, maka perlu
diatur penyelenggaraan perijinan berusaha di daerah;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Di Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN

PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow:.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah adalah
kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya
secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai
dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara

terpadu dalam satu pintu. ec—==—
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10.

11.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan
Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya
disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk
pelayanan melalui satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah
perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi atau
Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai
tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi
kewenangan daerah.

Sistem = Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik /Online Single Submlssion yang selanjutnya
disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi
yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS
untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu. '
Perizinan Berusaha untuk Mendukung Kegiaran Usaha
/PB UMKU adalah perizinan yang diperlukan bagi
kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan
tahap operasional dan/atau komersial.

SiCantik Cloud (aplikasi cerdas Layanan Perizinan
Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud) merupakan
aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian
Komunikasi dan Informatika untuk mempermudah
pelayanan perizinan online yang dapat digunakan oleh

instansi pemerintah secara gratis<—+—
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(6) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar
Pgrizinan Berusaha, dan PB UMKU dan kemudahan
persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
(1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan
Berusaha wajib menerapkan manajemen
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
(2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pelaksanaan pelayanan;
b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
c. pengelolaan informasi;
d. penyuluhan kepada masyarakat;
e. pelayanan konsultasi; dan

f. pendampingan hukum.

Pasal 4
(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh
DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah
wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh
Pemerintah pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku
efektif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan mengenai penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan
layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan
penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa

pelayanan Perizinan Berusaha. «<—=—
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(4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem
pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
Pemerintah Pusat.

Pasal 5

(1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di
daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

(2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri
atau yang disediakan oleh DPMPTSP.

(3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat
dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:

a. pendampingan kepada pelaku usaha; dan
b. mendirikan service point di wilayah kecamatan dalam
Daerah.

(4) Pendampingan kepada pelaku usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara
interaktif antara petugas DPMPTSP dan Pelaku Usaha.

(5) Pelayanan di service point sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan
keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 6

(1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
huruf a, juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
a. belum tersedia; atau
b. terjadi gangguan teknis.

(2) Dalam hal diperlukan pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengén lembaga
OSS agar pelayanan tetap berlangsung.

(3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan
berbantuan dilakukan dengan tahapan:
a.Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan

Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas

DPMPTSP; we—e=———
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b. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam
Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan

C. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen
Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku
Usaha melalui sarana komunikasi.

(4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan
berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak
dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

(5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem
OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan
kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP. = —
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 9 JUNI 202347
Pj. BUPATI BOLAWNG MONGONDOW, / *

LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 9 JUNI 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR
TAHUN 2023
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